EEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIE [NDONESIA

NCOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/ amay, (3014
TENTANG

PEMETAPAN IZIN OPERABIONAL PENDIRIAN MADRASAH TEANAWIYAH
HUFFADH AL ITOONIYYAH KABUPATEN PURBALINGGA PROVINGI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

Ik

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MERTER[ AGAMA REPUBLIK [NDONESIA,

babwa dalam rangks pelakssnaan ketentuan Pesgl B ayvat (2]
Peraturan Menterl Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelengearaan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan f2in
operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsg: Jawa Tengah,

bahwa dalam rangka meningkatiean akeses pendidikan madrasah
yang bermuty, perlu memberikan kesempatan mEsyAraKal
melalni organisasi berbadan hulum umuk menyelengzara<an
tadrasah sesuai dengan standar nasionsal pendidikan;

bahwa Madrasah vang tercantum di bawsh ini telah memenuhi
persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yeng telsh
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan ¢ diatas, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang pemberian Izin Operasional Pendirian
Madrasah Tsanawivah Huffadh Al Iwgonivyan Kabubaen
Purkalingga Provinsi Jawa Tengah.

Undang-undang Nomor 20 Tehun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik [ndonesig
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Megara Repubhic
Indonesia Nomer 4301);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
([Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomer 137,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4584,
Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masivnal Pendidiken (Lembaran Negara BReoublls Tndooesie
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Nomaor 4496) sabagaimana telall diubgh dengan
Feramrurar Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 entang
Perubahan Atas Peraturen Pemerintah Nomor 19 Tabun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembgran Regera
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tsmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5410];

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2008 Nomer 90, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomar 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidiken (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tembahan Lembaran Mogara Republik
Indonesia Normor 4864);

5, Persturan. ..
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Mamperbiatikan:

Peraturan Pemcerintah Nomeor 74 Tahun 2008 tentang Guru
jLembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341];
Feratiran Pemerintah ~ Womeor 17 Tehun 2010 tenlang
Pengelolasn dan Penyelenggaraan Pendldikan (Lembaran Negara
Republik [ndenesia Tahun 2010 Nomeor 23, -Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103] sebaga.mana
telab diybah dengan Perstiwan Pemerintah Nomer 68 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Paraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaen dan Peoyelenggaraan
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Mamor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Masional MNomoar 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan  Prasarana untuk Sckolah
Dasar!Madrasah [htidaiyah, Selolah Manengah
Par:ama ! Madrasalh Tsanawivah, dan Sekolsh  Mernengah
Atas)/Madrasah Aliyah;

Perabaran Menteri Pendidikan Nasional Namor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubaly menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendicdican Nasional
Nomaor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 teotang Standar
Kompetengi Lulusan dan Standar [si Pendidikan Agama Islam
dan Bahasa Arab di Madrasah;

. Peraturan Menteri Agama Nomer 2 Tahun 2012 1entang

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sckelah (Berita Negara Republik Indonesia Tabim 2012
Momor 2068) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubshan Atas
Pergiuran Menteri Agama MNomor 2 Tabun 2012 tenteng
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Momor G843

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tshunm 2013 tentang
Penyelengegargan Pendidilan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382].

1. Note Dinas Pertimbangsn dar! Kepala Bidang Pendidikan
Madra=zah Nomor : Kw.11.2/PP.03.2/27913.d/2014, Tanggal
T Chkuober 2014

2. Rekomendasi darn Kepala Hantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga, Morme:r -
Kd 11.03/4/PP.00/2270/2014, Tanggal 20 Agustus 2014,

MEMUTUSHAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIE INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

TEANAWIYAH HUFFADH AL ITQONIYYAH KABUPATEN
PURBALINGGA PROVINS] JAWA TENGAH,
E=ATU : Memberikan lzin Operasional Pendirian Madrasah kepada madreasah

sehapaimana tercanturn dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpizsahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

RELIMA

: Bagi Madrasah Tsanawiyah setelah jangka wakiu 4 (empat) tahun,

Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana  prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan  tenaga
kependidikan dan/fatau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

+ Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimeana dimaksud dalam

diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidiltan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diltum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C,
maka izin operasional sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksued dalam

Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan mimmal
penyelengparaan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal
C, maka izin opeérasional scbagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal £\ November 2014

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

VINSI JAWA TENGAH,




LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  :Kw.11.2/5/PP.03.2/28%4 /2014
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2014

TENTANG
PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH HUFFADH AL
ITQONIYYAH KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 | Nama Madrasah ' Madrasah Tsanawiyah Huffadh
| Al Itgonivyah Kabupaten Purbalingga
2 | Nomor Statistik Madrasah L 121233030038
3 | Alamat Madrasah KT 03 RW 09
Desa Majapura

Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga

Provinsi Jawa Tengah
4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Al Ikhlash Agshol Madinah
2 | Akta Notaris Organisasi N 16
Penyelenggara P
& | Pengesahan Akte Notaris 7 Mei 2017

Organisasi Penyclengeara

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
__~—KEMENTERIAN AGAMA

MEI JAWA TENGAH,
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